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BUPATI BENGKULU SELATAN

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja
Aparatur Sipil Negara dan untuk memberikan kepastian
hukum terhadap fleksibilitas kerja Aparatur Sipil Negara
serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
publik, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam
kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Selatan;

bahwa ketentuan mengenai hari kerja dan jam kerja
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 25 Tahun
2018 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan
dinamika pelaksanaan tugas kedinasan, sehingga perlu
diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang
Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang



Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi
Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran



Menetapkan

10.

11.

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor
09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun
2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan  Susunan  Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun
2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM
KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

@ &

Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Selatan.

Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkulu Selatan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai
kewenangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Selatan.

Hari Kerja Pemerintah Daerah adalah hari operasional
bagi Pemerintah Daerah untuk kepentingan pelayanan
publik.

Hari Kerja Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Hari Kerja Aparatur Sipil Negara adalah hari
melaksanakan tugas kedinasan bagi Aparatur Sipil
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Negara.

Jam Kerja Pemerintah Daerah adalah rentang waktu
operasional bagi Pemerintah Daerah untuk kepentingan
pelayanan publik.

Jam Kerja Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Jam Kerja Aparatur Sipil Negara adalah rentang
waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas
kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Aparatur Sipil
Negara.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Aparatur Sipil Negara dan pembinaan
manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada
Instansi Pemerintah.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh PPK dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 2

Hari Kerja Pemerintah Daerah sebanyak 5 (lima) hari
kerja dalam 1 (satu) minggu.

Hari Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan
Jumat.

Pasal 3

Jam Kerja Aparatur Sipil Negara sebanyak 37 (tiga puluh
tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu
AAtidak termasuk jam istirahat.

Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di bulan Ramadan
sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit
dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
Jam Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sebagai berikut:
a. Hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis

Jam masuk pukul 07.30 WIB

Jam istirahat pukul 12.00 s/d 12:30 WIB

Jam pulang pukul 16.00 WIB
b. Hari Jum’at

Jam masuk pukul 07.30 WIB

Jam istirahat pukul 11.30 s/d 13:30 WIB

Jam pulang pukul 15.00 WIB



(4) Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di bulan Ramadan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
a. Hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis
Jam masuk pukul 08.00 WIB
Jam istirahat pukul 12.00 s/d 12:30 WIB
Jam pulang pukul 15.00 WIB

b. Hari Jum’at
Jam masuk pukul 08.00 WIB
Jam istirahat pukul 11.30 s/d 13:00 WIB
Jam pulang pukul 15.30 WIB

(5) Ketentuan jam kerja Aparatur Sipil Negara di bulan
Ramadan sebagaimana dimaksud ayat (4) akan
disesuaikan dengan ketentuan yang diatur Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

(6) Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan jam kerja
melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), kelebihan jam kerja dapat dipertimbangkan
sebagai kinerja pegawai.

Pasal 4

Rincian Hari Kerja, Jam Kerja Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diubah apabila
terdapat kebijakan Presiden terkait hari libur nasional, cuti
bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang
disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

Pasal 5

(1) Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dikecualikan bagi unit kerja pada Perangkat
Daerah yang memiliki tugas dan fungsi memberikan
pelayanan langsung kepada masyarakat.

(2) Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Perangkat Daerah
masing-masing setelah berkoordinasi dengan Bagian
Organisasi, Sekretariat Daerah.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

(1) Guna menjamin pelaksanaan ketentuan hari kerja dan
jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, perlu
dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Bengkulu Selatan.

(3) Dalam  melaksanakan  monitoring dan  evaluasi
sebagaimana  dimaksud pada ayat (2), dapat
memanfaatkan sistem informasi berbasis elektronik.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan



instrument monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan
Kepala Daerah.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Bengkulu Selatan Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Ketentuan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Selatan dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 21 Juli 2023
BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd
GUSNAN MULYADI
Diundangkan di Manna
pada tanggal 21 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd
Hendry, SH
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